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TRIWULAN PERTAMA 2024, DPRD SULBAR SAHKAN 6 RANPERDA 

 
InfoPublik 

 

Kolaborasi Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam penyusunan berbagai produk hukum 

telah berjalan baik dan harmonis. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hamzih. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD dalam menjalankan tugas 

untuk masyarakat sudah sangat baik. Hamzih mengatakan bahwa setelah melalui berbagai 

tahapan dan proses yang cukup dinamis antara Pemprov bersama DPRD, sudah ada 

banyak Ranperda yang diselesaikan. 

Ia mengatakan, terdapat beberapa ranperda yang dibahas cukup panjang dan 

akhirnya dapat diselesaikan dan disahkan di tahun 2024. Beberapa ranperda yang telah 

disahkan yaitu : 

1. Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Sulawesi Barat nomor 6 tahun 

2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta 

Perlindungan Masyarakat; 

3. Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2052; 

4. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; 

5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pajak dan Retribusi Daerah; 

6. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Tidak hanya itu, tahun ini Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD juga tengah 

menyusun beberapa produk Ranperda yang sementara dalam pembahasan, antara lain : 

1. Ranperda tentang Jaringan Utilitas; 

2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tentang Tata Niaga Komoditi Kelapa 

Sawit; 
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3. Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perusahaan 

Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi; 

4. Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRW); 

5. Ranperda Pemberian Fasilitasi/insentif dan kemudahan Penanaman Modal; 

6. Ranperda Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; 

7. Ranperda Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif; 

8. Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; 

9. Ranperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

Hamzih, menjelaskan, penyusunan ini merupakan bagian dari inisiatif DPRD dan 

pemerintah Provinsi Sulbar. Ia pun berharap kolaborasi antara Pemprov dan DPRD ini 

dapat terus berjalan baik sehingga dapat melahirkan produk hukum yang berdampak pada 

masyarakat. 

 

Sumber berita: 

1. https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/16/triwulan-pertama-2024-dprd-sulbar-

sahkan-6-ranperda/, Triwulan Pertama 2024, DPRD Sulbar Sahkan 6 Ranperda, 16 

April 2024; 

2. https://makassar.antaranews.com/berita/534219/dprd-sulbar-sahkan-lima-perda, 

DPRD Sulbar sahkan lima perda, 15 April 2024. 

 

Catatan: 

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan 

bersama Gubernur; 

2. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, Jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/16/triwulan-pertama-2024-dprd-sulbar-sahkan-6-ranperda/
https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/16/triwulan-pertama-2024-dprd-sulbar-sahkan-6-ranperda/
https://makassar.antaranews.com/berita/534219/dprd-sulbar-sahkan-lima-perda
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Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut; 

3. Sesuai Pasal 14 Undang-Undang tersebut, maka materi muatan Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi; 

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 237, maka asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan 

secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda tersebut 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

5. Sesuai Pasal 238 Undang-Undang tersebut, Perda dapat memuat ketentuan tentang 

pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian 

kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda 

dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 

denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat 

ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud di atas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi tersebut, 

Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan 

semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; 

d. penghentian tetap kegiatan; 

e. pencabutan sementara izin; 

f. pencabutan tetap izin; 

g. denda administratif; dan/atau  

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 


